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Selanjutnya otonomi doeroh adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi®,

Menurut literature pemerintahan, dikenal tiga sistem otonomi, yaitu: a). Otonomi
formil, yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewe-nangan-kewenangan
pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan
keamanan, politik luar negeri, peradilan, monoter fiskal dan kewenangan lainnya).
Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang di luar kewenangan
pemerintah pusat tersebut. b), Otonomi materiil, merupakan kewenangan daerah otonom
yang dilimpahkan secara ekplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-
undang Pembentukan Daerah otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah
kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut. ¢). Otonomi Riil,
merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah
pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang ber-sangkutan
(seperti sumberdaya manusia, pendapatan daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto
(PDRB) dan lain-lain). Jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom
lainnya tidak sama®,

Dalam Pokok-Pokok Pemerintah daerah, dijelaskan mengenai pengertian otonomi
daerah yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyato berarti bahwa otonomi
yang dilaksanakan di suatu daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah
dalam mengurus rumah tangganya, dimana pemberian otonomi kepada suatu daerah hanya
didasarkan kepada faktor-faktor tindakan-tindakan serta kebijaksanaan yang menjamin
suatu daersh untuk melaksanakan urusan-urusan yang diserahkan pusat. Sedangkan
otonomi yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai
bersamaan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan
tujuan otonomi daerah adalah untuk kelancaran pembangunan di seluruh daerah serta
mendorong keserasian hubungan antara pusat dan daerah®.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi
perubahan yang sangat mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, terutama
dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, atau yang disebut intergoverment fiscal relotion dan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebut perimbangan keuangan. Dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintah dalam
bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan monoter, peradilan, agama, dan
administrasi pemerintahan yang bersifat strategis’. Implikasi langsung kewenangan/ fungsi
yang diserahkan kepada daerah sesual Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut
adalah adanya kebutuhan dana yang besar, sehingga perlu diatur hubungan keuangan
antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang
menjadi kewenangannya. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan
tugas pokok pemerintahan, hal ini karena menyangkut perimbangan wewenang untuk

* Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,

* Kaho, Josef Riwu, 1991 & 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik indonesia, |dentifikasi beberapa
factor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, Edisi |, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.

* Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

7 Undans-Undeng No.22 Tehun 1998 Tentang Pemerintah Daetah
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menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perimbangan urusan pengelolaan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah®. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana
ke daerash melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah
pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum telah berkurang, sebaliknya
proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan peta
pengelolaan fiskal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa daerah akan mempunyai
fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-
sumber utama pembiayaan tersebut.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini sudah selayaknya pemerintah kabupaten dan
kota mampu mengembangkan sumber daya sendiri untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah pusat®. Meskipun berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa upaya
pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan telah menimbulkan terjadinya distorsi
pasar dan terjadinya high cost economy'®, karena peningkatan penerimaan cederung tidak
diikuti dengan peningkatan pelayanan publik®,

Dalam otonomi daerah, maka pemerintahan daerah wajib untuk meningkatkan
kemakmuran daerah dan tetap memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan. Dalam Undang-undang No. 22
tahun 1999 Bab VIll, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah
pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)*,

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah pada setiap daerah otonom, maka perlu
adanya kebijakan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, desentralisasi adalah
sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bermnegara dalam memberikan pelayanan
publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengembilan keputusan publik yang lebih
demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan pelimpahan kewenangan kepada tingkat
pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (toxing
power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat
dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat. Desentralisasi
merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Oleh
karenanya, proses desentralisasi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia telah
diwarnai adanya kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah
pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

* Sumodiningrat. Gunawan, 1997:95, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat. Penerbit PT. Bina
Rena Perwira, Jakarta.

*Bahi, Roy, 1999, impiementation rules for fiscal decentralization, working paper, Giorgia State University &
world Bank, 2003, " Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report”, Report
No. 26191-IND

i Saat, ltyas, 2003, Implementasi otonomi daerah sudah mengarah pada distrosi dan high cost economy”,
Smeru Working paper

U Halim, A. and Abdullahm 5, 2004, "Local Original Review (PAD) as a source of development finsnong”,
Makalah disampatkan pada konferensi IRSA (Indonesia Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta

¥ Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

* Sidik, 2002:1-3, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan
Seminar, Jogjakarta.
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Menurut Undang-Undang No. 2211999, bahwa pemerintah kabupaten dan kota
merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam
menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip
keterbukaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada
masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya®,

Arah Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakarat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia*®*, Undang-Undang Otonomi Daerah telah disahkan dan diperbaiki. Undang-
Undang ini meliputi : UU No. 5/1974 yang disempurnakan menjadi UU No. 22/1999 serta
direvisi menjadi UU No. 32/2004. Sedangkan UU No. 25/1999 direvisi menjadi UU No.
33/2004, Berdasarkan UU ini bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian kepada daerah diberikan
kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Bertitik tolak pada Pasal 5 ayat (4) UU No. 32/2004 tersebut dan sesuai dengan
pendapat Rasyid (2002) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah
otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada kemampuan
keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya™.
Untuk itu dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang
melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah, Keberhasilan
otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah kabupaten dan kota dalam
menggali sumber-sumber untuk membiayai pemerintahan daerah. Sumber utama untuk
membiayai pemerintahan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah {PAD) dan transfer
dari pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan.

Menurut Halim {2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah
adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakannya keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
(2) ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, untuk itu PAD harus menjadi
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan
daerah,

Konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan
kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Untuk melihat
kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat diukur dari kinerja keuangan

¥ Semangat Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

2 UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

" Rasyid, Ryaas. 2002. Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa Depannya, Makalah seminar Nacional
diselenggarakan Universitas Gadja Mada, PPS, UGM, Yogyakarat.
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daerahnya, yaitu Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah
(Musgrave dan Musgrove, 1991) serta; Derajat kemandirian, yaitu seberapa jauh
penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001).
Kebijakan mendasar pelaksanaan otonomi daerah

Dalam upaya mewujudkan otonomi bagi daerah agar memiliki keleluasaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka menurut Agus Syamsuddin (1999) sangat
terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : Pertomo, Self Regulating Power, yaitu
kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di
daerashnya. Kedua, Self Modifying Power, yaitu ke-mampuan melakukan penyesuaian-
penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah. Ketigo,
Local Politicol Support, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai
legitimasi luas dari ma-syarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagal unsur eksekutif
maupu DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan. Keempot, Financiol
Recources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber
penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi
kebutuhannya. Kelimo, Developing Brain Power, yaitu membangun sumberdaya manusia
aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas
intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Sebagai implikasi dari kerangka pemikiran tersebut, maka hal-hal yang bersifat
mendasar dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang tidak dijumpai dari undang-undang
sebelumnya yang mengatur Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu :
(1) Penyelenggaraan otonomi daerah, yang semula dilakukan dengan pola bertahap,
sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh dan menyelu-ruh terhadap
semua kewenangan pemerintahan kecuali 7 {tujuh) bidang tertentu seperti Bidang Luar
negeri, Hankam, Moneter/ Fiskal, Peradilan dsb. yang tetap ditangani Pemerintah Pusat
(2) Pelaksanaan asas-asas pemerintahan bagi Propinsi, dipergunakan asas Desentralisasi dan
Dekonsentrasi, sehingga Propinsi berfungsi sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai
Wilayah Administrasi, sehingga Gubernur disamping berstatus sebagai Kepala Daerah
sekaligus sebagal Kepala Wilayah. (3) Asas desentralisasi sepenuhnya dite-rapkan pada
Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Kecamatan tidak lagi sebagal perangkat
Dekonsentrasi dan Wilayah Administrasi, akan tetapi sepenuhnya menjadi perangkat Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya diserahkan kepada
Daerah masing-masing. (4) Pemerintah Daerah terdiri dari Ke-pala Daerah dan Perangkat
Daerah lainnya, sedangkan DPRD bukan lagi sebagai unsur Pemerintah Daerah akan tetapi
merupakan kelembagaan mandiri yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan
legislasi daerah serta dapat sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar
kepentingan-kepentingannya tercermin dalam kebijakan Pemerintah Daerah. (5) Kepala
Daerah Kabupaten dan Kota dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan
Gubernur selaku Kepala Wilayah Administrasi bertanggung jawab kepada Presiden akan
tetapi selaku Kepala Daerah tetap bertanggungjawab kepada DPRD. Untuk itu Peraturan
Daerah yang disusun cukup ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD tanpa periu
pengesahan pejabat diatasnya. (6) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan
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kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan
Daerah. Pada bidang keuangan daerah, sumber-sumbernya dapat berasal dari PAD, Dana
perimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. (7) Kepada Kabupaten
dan Kota diberi-kan otonomi yang luas, sedangkan pada Propinsi otonominya terbatas.
Kewenangan yang ada pada Propinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas kabupaten dan
kota. Di samping itu kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang belum mampu ditangani
Kabupaten dan Kota. {8) Wilayah Propinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang
12 Mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedangkan Wilayah Kabupaten IKota
yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas LI3 wilayah laut Propinsi (@ Mil). Dengan
kewenangan ini memungkinkan Daerah untuk menggali potensi yang berada di lautan dalam
upaya meningkatkan PAD. (9) Kelembagaan Daerah disamping DPRD sebagal lembaga
legisiatif, dibentuk pula kelembagaan eksekutif yaitu Kepala Daerah, Sekertaris Daerah,
Dinas-Dinas Daerah atau Lembaga Staf teknis lainnya yang dapat dibentuk berdasarkan
kebutuhan Daerah. Sedangkan kelembagaan yang ada di daerah seperti Pembantu
Gubernur, Pembantu Bupati/Walikotamadya Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kantor
Departemen dihapus.

Otonomi daerah dan pembagian kewenangan

Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah
pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa
membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan
dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari
sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat
dan siapa yang akan menanggung beban atau risiko atau dampak. Sebagai contoh
penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus
didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan
kewenangan pemerintahan nasional (pusat). Namun “lampu penerangan jalan® misalnya,
hanya bermanfaat bagl penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh
masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

Secara garis besar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas
telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Undang-undang menyuratkan bahwa
kewenanga pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada
hampir seluruh bidang pemerintahan. Sementara itu kewenangan yang terdapat pada
pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang: (a) politik luar negeri; (b)
pertahanan keamanan; (c) peradilan; (d) moneter dan fiskal; (&) agama; dan (f) kewenangan
di bidang lain. Khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab di bidang lain yang masih
dimiliki oleh pusat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7, UU No. 22 Tahun 1999 meliputi
kewenangan: (a3) perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara
makro; (b} dana perimbangan keuangan; (c) sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara; (d) pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (e}
pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis; (f} konservasi; dan
(g) standarisasi nasional. Di dalam UU No.22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa
kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan
Republik Indonesia. "Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan kecuali kewenangan vyang masih harus berada ditangan pusat.
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Lebih rinci lagi kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 sebagai berikut: Mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya
dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan
perundangan; Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantal kearah laut lepas dan
berwenang melakukan: ekplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut
sebatas wilayah laut tersebut; pengaturan kepentingan administratif; pengaturan tata ruang;
penegakan hukum; dan perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara;
Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendididkan dan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan; Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD; Melakukan
peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan
Pusat untuk pinjaman luar negeri; Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan
pajak daerah; Membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah;, Menetapkan APBD;
Melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain, dan dapat membentuk Badan
Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun diluar negeri; Menetapkan pengelolaan
Kawasan Perkotaan; Pemerintahan kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung
dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan perkotaan; Membentuk,
menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya atas usul dan prakarsa
masyarakat dan persetujuan DPRD; Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Hubungan antardaerah, daerah dan pemerintah pusat
Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2, UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah

propinsi dan daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan hierarki. Karenanya
masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; {2}
melaksanakan;, dan (3) mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian
pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah
daerah propinsi. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi tidak diatur dan
tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Hubungan hierarki secara implisit sudah tidak
ada lagi namun demikian hubungan fungsional dan koordinatif masih tetap diperlukan dalam
konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam alam desentralisasi yang demokratis yang
diwujudkan dengan otonomi yang luas tersebut, "pengarahan” akan diganti oleh "konsultasi
dan koordinasi yang mendalam dan meluas”, sehingga menghasilkan konsensus yang positif
dan produktif. Yang perlu dihindari adalah bahwa otonomi yang akan terjadi justru akan
menghilangkan keduanya-pengarahan dan konsultasi-sehingga menjadi anarkis bahkan
menjauhkan kita daritujuan otonomi dalam kerangka negara kesatuan yang kita cita-citakan
melalui UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Mencegah hal ini, menjadi tugas dan tanggung
jawab pembuat kebijakan dalam proses perencanaan untuk mengembangkannya. Urusan
urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota kegiatannya
tidak akan diusulkan ke pusat melalui propinsi. Kegiatankegiatan yang sudah menjadi
kewenangan daerah kabupaten /kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten/kota bagi
kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang
mencakup lintas kabupaten atau kota dan atau bersifat strategis propinsi cukup dibahas
ditingkat propinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas propinsi dan atau bersifat
kepentingan nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat nasional.
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Pada Konferensi Tingkat Tinggl (KTT) Melenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh
kepala negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun
komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu
perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu
paket' Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan
Pembangunan Milenium {Millenium Development Goats), Setiap tujuan memiliki satu atau
beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkam pembangunan manusia sebagai
fokus utama pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs
didasarkan pada konsensus dan kemitraan gtobal, sambil menekankan tanggung jawab
negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju
berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Tekad pemerintah dewasa ini untuk merealisasikan target MDGs pada tahun 2015,
memeriukan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan, program
dan pelaksana di lapangan serta masyarakat yang menjadi sasaran MGDs. Salah satunya
adalah pembuatan Kebijakan Kesehatan. Kebijakan ini harus bisa menjadi alat strategis
untuk mencapai tujuan yang tertuang dalan MDGs yang terkait dengan masalah kesehatan
masyarakat miskin, Yang menjadi tantangan, dengan kondisi kesehatan Indonesia yang
masih rendah saat ini, mampukah kebijakan kesehatan yang ada saat inl berfungsi
menambah daya ungkit untuk meningkatkan secara optimal kondisi kesehatan saat ini.
Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs, khususnya yang berkaitan dengan
masalah kesehatan masyarakat miskin, harus ditunjang oleh kebijakan dan program
kesehatan yang mendorong peningkatan secara bermakna status kesehatan masyarakat
miskin. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya melalui
program jaminan kesehatan daerah dengan berbagai variasinya. Program ini diprioritaskan
bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan iuran atau sebagal peserta jaminan
kesehatan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara sedang berkembang, tidak
terkecuali di Indonesia. Kondisi kemiskinan diperparah tagi dengan adanya krisis ekonomi
pada tahun 1997. Kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian utama negara berkembang,
tetapi juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Satah satu bentuk
kepeduliannya dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada KonferensiTingkat Tinggi (KTT)
Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya Millenium Development Goals
(MDGs). MDGs merupakan komitmen 189 negara anggota PBB yang diawakiti kepada
pemerintahan untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang harus
dicapai pada tahun 2015, dengan eradikasi kemiskinan merupakan tujuan utamanya. Setiap
tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. Indonesia termasuk salah
satu negara yang ikut berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Karena hal ini sejalan
dengan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahterakan kehidupan
bangsa. Di Indonesia MDGs menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
di tingkat nasional dan daerah, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk
mencapaitarget MDGs.

Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya definisi dan indikator dari kemiskinan
itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa indikator untuk mendefinisikan kemiskinan, versi Bank
Dunia, ILO, BKKBN, BPS, Dinkes, yang kesemuanya menggunakan indikator masing-masing
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untuk berbagai kebutuhan sektor masing-masing. MDGs memakai kriteria Bank Dunia untuk
mendefinisikan kemiskinan. Tekad Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan MDGs sesuai
target dan waktu yang telah ditetapkan, harus didukung oleh kerja keras dan kerja sama dari
semua sektor Yang terkait termasuk Sektor Kesehatan karena kemiskinan berhubungan erat
dengan masalah kesehatan, derajat kesehatan yang rendah berpengaruh pada produktifitas
dalam perekonomian.

Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesual dengan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat
sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan di
daerah untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengeluaran daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur sejak dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Undang-undang ini
dapat berjalan dengan baik setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
sebagai pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal untuk menunjang tugas-tugas
pemerintahan di daerah, terutama peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan.

Pengalaman sejak kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal tahun 1999
diterapkan, terdapat pengeluaran publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan setiap
daerah otonom terdapat kecenderungan mengalami peningkatan. Pengeluaran public
bidang pendidikan dan kesehatan setiap daerah otonom ini diharapkan dapat meningkatkan
pembangunan manusia, serta terwujudnya pembangunan Millenium Development Goals
{MDGs)di Indonesia,

Rekomendasi

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah
daerah otonom telah memiliki keleluasan dan kewenangan mengatur dana desentralisasi
sebagai sumber penerimaan APBD yang semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu, kepala
daerah dan DPRD perlu menentukan pola belanja, program-program, serta proyek-proyek
prioritas yang harus didanai oleh APBD untuk mendorong pembangunan manusia di daerah.
Pengelolaan dana-dana desentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu
dilakukan lebih efisien dan efektif agar pengeluaran APBD betul-betul menyentuh pada
kebutuhan masyarakat lokal sesuai preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan dasar
bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan dana APBD hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan efisien,
sehingga pemerintah daerah dan DPRD bisa koordinasi dan konsultasi dengan pihak penegak
hukum untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih (good governancel,
sehingga di akhir tahun anggaran mereka tidak terjerat oleh kasus hukum karena korupsi.
Selain itu, meningkatnya dana desentralisasi sebagal penerimaan APBD hendaknya dapat
dipergunakan sebaik-baiknya untuk belanja daerah, maka perencanaan program maupun
proyek-proyek daerah perlu terus diperbaiki, terutama untuk bidang pendidikan dan
kesehatan, termasuk upaya-upaya peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah dalam
menangani berbagai proyek yang didanai pemerintah, baik pusat maupun daerah.







